BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR '€ TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 33 TAHUN
2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. a.

Mengingat : 1.

BUPATI TEGAL,

bahwa petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak
Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal
Nomor 33 Tahun 2012 yang diubah dengan Peraturan
Bupati Tegal Nomor 53 Tahun 2014;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Tegal sehingga petunjuk pelaksanaannya  perlu
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Tegal Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1
Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Propinsi
Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor
42 Tahun 1950);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4999);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

pembentukan Peraturan perundang - undangan dan (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 Tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3321);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5161);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012
tentang Pajak Daerah ( Lembaran Kabupaten Tegal Tahun
2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 52 ) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak
Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 80 );

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2016 ,( Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2012 tentang
petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah yang telah
diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 53 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal
Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012
(Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 53 );

MEMUTUSKAN :

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
TEGAL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH



Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1
Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun
2012 Nomor 33) yang diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 53 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1
Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun
2014 Nomor 53) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 59 diubah , sehingga Pasal 59 berbunyi
sebagai berikut :

(1)
()

3)

Pasal 59

Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat

(1), Bupati menerbitkan SPPT.

Bupati dapat mengeluarkan SPPT dalam hal-hal sebagai

berikut :

a. apabila SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2)
tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara
tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat
Teguran;

b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan
lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari
jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang
disampaikan oleh Wajib Pajak

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi tata cara

penerbitan dan penyampaian SPPT dan SKPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh

Kepala BP2D.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 71 diubah , sehingga Pasal 71 berbunyi
sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 71

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala

Daerah dapat membetulkan SPPT, STPD, atau SKPDLB yang

dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau

kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Bupati dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif
berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib
Pajak atau bukan karena kesalahannya;



(3)

b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, STPD, atau SKPDLB
yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara
yang ditentukan;

e. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak terutang
dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain
yang luar biasa ; dan

f. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau
kondisi tertentu objek pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur oleh Kepala BP2D.

3. Ketentuan ayat (7) Pasal 72 diubah , sehingga Pasal 72 berbunyi
sebagai berikut :

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pasal 72
Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati .
Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan,
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan.
Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
Pajak tersebut.
Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur oleh Kepala BP2D.



Pasal Il
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati Tegal ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten .

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 16 January 20V7

y

NTHUS SUSMONO

A

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 16 Jawuafy a0\7

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

s Co if@o

HARON BAGAS PRAKOSA
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 10



